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BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 235 TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status  Wajib Pajak
Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka
perlu menyusun Peraturan Bupati tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam
memberikan Layanan Publik Tertentu,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik
Tertentu di Kabupaten Wonosobo;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008
tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomror 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

12.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2010 Nomor 17);

13.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2010 Nomor 18);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 10 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 3);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 16), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor



10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 10);

16.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

17.Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS

WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

w

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Wonosobo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum
memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan
Status Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak Daerah adalah informasi yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWPD atas
layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya
dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di
wilayah Daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



10.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah Nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.
c.

(2)

(1)

3)

Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWPD;
Tata cara pelaksanaan KSWPD; dan
Pembinaan dan Penindakan.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWPD

Pasal 3
Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWPD antara lain
meliputi:
a. izin usaha hiburan;
b. izin usaha restoran;
c. izin usaha hotel;
d. izin reklame;
e. izin penerangan jalan;
f. izin usaha galian mineral bukan logam dan batuan;
g. izin usaha parkir;
h. izin pengambilan air tanah;
i. izin usaha sarang burung walet.

Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib
Pajak Daerah dengan status valid.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KSWPD

Pasal 4
Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di
Daerah wajib memiliki NPWPD.
Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib
Pajak Daerah terkonfirmasi lunas Pajak Daerah.
Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid, maka harus melakukan
konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pelaksanaan
pendapatan, keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk
mendapatkan Surat Keterangan.



(2)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

Pasal 5
Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan KSWPD
sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem
Informasi pada Pemerintah Daerah.

Pasal 6
Terhadap KSWPD yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan
layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pelaksanaan pendapatan,
keuangan dan pengelolaan aset daerah memberikan keterangan berupa:
a. NPWPD;
b. nama Wajib Pajak; dan
c. jenis Pajak Daerah.
KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem
Informasi yang terhubung antara Perangkat Daerah yang mempunyai
fungsi pelaksanaan pendapatan, keuangan dan pengelolaan aset daerah
dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu
serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketenteraman dan
ketertiban umum.

Pasal 7

Keterangan Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.

Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang memuat status valid

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon Layanan Publik

Tertentu memenuhi ketentuan:

a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem
informasi aplikasi pengelolaan Pajak Daerah pada Perangkat Daerah
yang mempunyai fungsi pelaksanaan pendapatan, keuangan dan
pengelolaan aset daerah; dan

b. telah melakukan pembayaran semua jenis Pajak Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENINDAKAN

Pasal 8
Pembinaan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang mempunyai fungsi pelaksanaan pendapatan, keuangan dan
pengelolaan aset daerah dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.
Penindakan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum dalam
fungsi penegakan Peraturan Daerah.
Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal £/ J}p/( mb €] L0-2/

OZOBO,

AFIF NUR?A YAT

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Spkmb @ 204

BERITA DAERAH UPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 2



